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DPRD SULTENG dari hal

" anggarannya dari Rp 2,5 miliar
- menjadi Rp 16 miliar. Diduga
" ada konspirasi atas pelaksanaan
. proyek tersebut.

Berdasarkan penelusuran ko-

ran ini, awalnya kolam renang

" didesain sebesar Rp 2,5 miliar dan
siap difungsikan. Diduga karena
adanya konspirasi itu, kolam
renang dianggarkan sebesar Rp
16 miliar. -

Hasil audit BPKP menyebutkan,
terjadi kelebihan pembayaran
sebesar Rp 500 juta terkait pem-
bangunan itu. Bahkan BPKP me-
nyarankan agar kasus ini diproses
hukum, karena pelaksanaannya
juga melanggar Keppres nomor
80 tahun 2003 tentang pengadaan
barang dan jasa.

Kedua, pembangunan Gedung
Wanita (GW) yang tidak berlan-
jut dan bermasalah secara hu-
kum. Permasalahan GW bermula.
dari kekacauan administrasi dan _
pelaksanaan tender. Dalam rapat
Pansus GW Deprov, Yus Mangun
pernah mengungkapkan, hampir
semua administrasi GW dibuat
kemudian, untuk memuluskan ad-
ministrasi setelah kasus tersebut
mencuat ke publik melalui media.

Sebagaimana diketahui Rehab
GW diJalan Moh Yamin Palu yang
total alokasi ahpgardntiya sekird

Rp10,9 miliar telah masuk proses
hukum. Hasil perhitungan volume
pekerjaan menjadi temuan penyi-
dik, akibat adanya perubahan fisik
bangunan hingga rehab tak sesuai
perencanaan awal.

Temuan itu terdapat pada
seluruh tahapan pada tiga tahun
anggaran berbeda. Baik rehab ta-
hap pertama tahun 2007 oleh PT
Raymond yang alokasi anggaran-
nya Rp2 miliar, tahap dua tahun
2009 oleh PTTri Jaya dengan alo-
kasi anggaran Rp5 miliar maupun
rehab terakhir tahun 2010 oleh
PT Wijaya Karya Semesta yang
alokasi anggaran Rp3,9 miliar.

Ketiga, cmawmsmcsm: ge-
dung baru DPRD Sulteng yang

tidak berfungsi hingga sekarang.

Proyek yang satu ini agak ber-
beda. Jika duaproyek sebelumnya
belum selesai. Justeru proyek
pembangunan gedung Deprov
telah selesai. Meski demikian,
proyek yang telah diributkan
sejak tender itu, tak kunjung
dimanfaatkan. .
Berlarut-larutnya masalah
gedung itu, membuat Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) -

mengincar proyek sekira Rp16
miliar tersebut. KPK telah melaku-
kan supervisi gedung baru terse-
but: Berdasarkan kotisultasi ke

Puslitbang Kementerian PU di
Bandung beberapa, diketahui
perlu perkuatan pada beberapa
titik bangunan.

Berdasarkan catatan
Mercusuar, pada tanggal 25 Mei
2011 lalu, Tim Litbang PU telah
memaparkan hasil penelitiannya
dan berkesimpulan secara umum
gedung baru layak digunakan,
hanya perlu perkuatan di be-
berapa titik.

Maryoto anggota Tim
Puslitbang Kementerian PU di
hadapan pimpinan dan anggota
Deprov saat itu menjelaskan, ada
dua kolom yang perlu perkuatan
karena mutu betonnya dibawah
20 mega pascal (MPa). Kedua
kolom tersebut memiliki mutu
beton 14,3 MPa dan 18 MPa.
“Secara teknis mungkin ter-

‘jadi pergeseran saat dilakukan

pengecoran, sehingga terlihatada
tulangan yang terpotong. Perlu
dilakukan perkuatan dengan me-
nambah tulangan. Kolom lainnya
tidak bermasalah, mutu betonnya
berkisar dari 20,7 MPa-24 MPa,”
terangnya. .

Selain kedua kolom itu, Tim
PU juga menemukan ada enam
balok tarik yang memerlukan
perkuatan. Keenam balok tarik
tersebut berada di lantai tiga.

“Idealnya perkuatan dilakukan
sebelum ditempati, agar secara
teknis kerja-kerja anggota dewan
tidak terganggu. Tapi jika tidak
merasa terganggu tidak masalah,”
katanya.

Tim dalam penelitiannya men-
emukan adanya perbedaan antara
range predominan period tanah
dan bangunan tidak menunjuk-
kan resonansi saat gempa. “‘Untuk
gempa kami menggunakan stan-

dar 0,25 gravitasi untuk Palu-

dan sekitarnya sebagaimana
diatur dalam zona standar nasi-
onal (SNI). Dalam perhitungan
kami, gedung ini bisa sampai 0,28
gravitasi.

Gempa dengan percepatan

10,28 gravitasi itu sama dengan

gempa Padang. Artinya untuk
zona Palu, aman. Itu perhitungan
secara teknis, tapi kalau Tuhan
berkehendak lain, itu diluar per-
hitungan teknis dan semua bisa
terjadi,” paparnya. .

Justeru Tim Litbang PU tidak
menemukan kemiringan ko-
lom dan sumuran pondasi tidak
memenuhi syarat teknis seb-
agaimana yang dipermasalahkan
beberapa anggota Deprov periode
2004-2009.

Keempat adalah proyek Gedung
Serba Guna (GSG) Pariwisata

Proyek ini juga terhenti setelah-
tercium bermasalah secara hu-
kum. Proyek GSG sudah menelan .
anggaran Rp6,425 miliar. Tahun
anggaran 2011 DPRD menyetujui

-Rp1,2 miliar, namun digunakan

hanya Rp963 juta. Jumlah terse-
but sama dengan 15 persen dari
kontrak induk.

Tahun 2012 DPRD kembali
meloloskan anggaran sebesar
Rp3,8 miliar dan pada anggaran
2013 disetujui sebesar Rp1,6
miliar.

Sejauh ini proyek tersebutbaru
selesai pada tahapan pembangu-
nan struktur dan atap.

Ketua Fraksi PDIP, Huisman

. Brant Toripalu berpendapat, ter-

dapat kerugian besar jika proyek-.
proyek tersebut tidak dilanjutkan.
Menurut Brant, jika penyidik
telah selesai melakukan proses
penyidikan dan memiliki alat
bukti cukup, sebaiknya proyek
bisa dilanjutkan.

“Sudah berapa besar anggaran
masuk di proyek yang terhenti itu.
Miliaran rupiah mubazir, karena
bangunan tidak bisa difungsikan.
Ini harus jadi catatan DPRD dan
dicarikan jalan terbaik, sehingga
anggaran itu memiliki nilai man-
faat untuk daerah dan rakyat
Sulterig,” tegas Brant, ***




